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Presiden Jokowi Dijadwalkan
Terima Vaksinasi Kedua Hari Ini

JAKARTA (IM) - Presi-
den Joko Widodo (Jokowi) 
hari ini, Rabu (27/1) pagi, 
akan disuntik lagi vaksi Cop-
id-19 untuk dosis kedua. 
Pada kartu vaksinasi yang 
diunggahnya di akun sosial, 
tertulis rencana dosis kedua 
dilakukan pada tanggal 27 
Januari 2021 pada pukul 
9.40 WIB.

“Pada kartu vaksinasi 
Covid-19 atas nama saya ini 
tercantum jadwal pemberian 
suntikan vaksin berikutnya 
yaitu 14 hari dari sekarang,” 
tulis Jokowi dikutip dari Ins-
tagramnya, Selasa (26/1).

Sementara itu terkait un-
tuk lokasi penyuntikan vaksi-

nasi, sebelumnya memang di 
gelas di Istana kepresidenan 
Jakarta. Namun yang tertulis 
di kartu vaksinasi Jokowi 
adalah di Klinik Husada Setia 
Waspada (Paspamres).

Untuk penyuntikan tahap 
kedua kemungkinan akan di-
lakukan di lokasi yang sama. 
Pasalnya pada kartu tersebut, 
disarankan vaksinasi di lokasi 
yang sama pada kunjungan 
1 dan 2.

Seperti diketahui pada 
tanggal 13 Januari lalu Pres-
iden Jokowi telah menerima 
dosis pertama vaksin sinovac 
di Istana Kepresidenan Jakar-
ta bersama dengan beberapa 
perwakilan masyarakat.  han

nen Cadangan Pertahanan 
Negara merupakan langkah 
yang terburu-buru mengingat 
tidak hanya urgensi pemben-
tukannya saja dipertanyakan, 
tapi kerangka pengaturannya 
di dalam UU PSDN juga 
memiliki beberapa permasala-
han yang cukup fundamental 
karena mengancam hak-hak 
konstitusional warga negara 
dan mengganggu kehidupan 
demokrasi,” ujar Fatia.

Dia menjelaskan, jika ren-
cana tersebut tetap dipaksakan, 
maka keberadaan Komcad 
akan memunculkan masalah-
masalah baru. Bukannya mem-
perkuat pertahanan negara, 
akan tetapi akan beedampak 
sebaliknya.

“Dalam konteks ini, pemer-
intah semestinya mencermati 
secara serius berbagai kritik 
dan penolakan publik terkait 

IDN/ANTARA

rencana pembentukan Kom-
ponen Cadangan Pertahanan 
Negara,” ucapnya.

Fatia mengatakan agar 
pembentukan Komcad henda-
klah mempertimbangkan skala 
prioritas agenda reformasi 
sektor keamanan,terutama 
pembangunan TNI sebagai 
komponen utama yang masih 
menyisakan berbagai pekerjaan 
rumah.

“Seper t i  modernisas i 
alutsista yang tertatih-tatih 
karena anggaran yang terba-
tas, minimnya kesejahteraan 
prajurit dan beberapa agenda 
reformasi TNI yang belum 
tuntas. Pemerintah seharus-
nya fokus pada pembangunan 
TNI, bukan mengeluarkan 
anggaran untuk pembentukan 
Komcad,” katanya.

Fatia menganggap bahwa  
keberadaan organisasi Komcad 
tidak jelas, apakah termasuk ke 
dalam militer atau sipil.

Keberadaan Komcad juga 
potensi melanggar hukum 
humaniter internasional, ter-
khusus prinsip pembedaan 
(distinction principle).

Prinsip tersebut, katanya, 
mengatur secara tegas dan 
membedakan dua kategori 
orang dalam situasi konflik 
bersenjata internasional. Per-

bedaan tersebut yaitu kom-
batan dan penduduk sipil.

“Sekalipun UU No. 3 Ta-
hun 2002 tentang Pertah-
anan Negara juga mengadopsi 
konsep manunggal, sudah 
semestinya kita melakukan 
koreksi terhadap praktik yang 
bertentangan dengan prinsip 
pembedaan yang merupakan 
bagian penting dan tak ter-
pisahkan dari kewajiban In-
ternasional Indonesia sebagai 
pihak dalam Konvensi Jenewa 
1949,” ungkapnya.

Selain itu, Fatia juga  me-
nyoroti narasi bela negara yang 
dibangun oleh pemerintah 
yang dinilai inkonsisten. Pada-
hal dalam UU PSDN secara 
eksplisit menyatakan wajib mi-
liter menjadi salah satu bentuk 
bela negara dan Komcad yang 
dibentuk dipersiapkan untuk 
tujuan tersebut.

“Padahal, bela negara 
dapat dilakukan dengan ber-
bagai cara dan tidak selalu 
wujudnya berdimensi kemilit-
eran,” tuturnya.

Adapun koalisi masyara-
kat sipil terdiri dari organ-
isasi Imparsial, ELSAM, LBH 
Pers, Setara Institute, HRWG, 
KontraS, PBHI, IDeKA In-
donesia, hingga Centra Inisi-
ative.  han

EVALUASI KINERJA
KEJAKSAAN AGUNG
Jaksa Agung Burhanuddin ber-
jalan untuk mengikuti Rapat 
Dengar Pendapat (RDP) bersama 
Komisi III DPR di Kompleks Parle-
men, Senayan, Jakarta, Selasa 
(26/1). Rapat tersebut beragen-
dakan evaluasi kinerja Kejaksaan 
Agung Tahun 2020 dan rencana 
kerja 2021 serta penanganan 
kasus-kasus yang menarik perha-
tian publik dan strategi pening-
katan kualitas SDM.

Pembentukan Komcad Dianggap
Terburu-buru dan Tidak Mendesak
Pembentukan Komcad hendaklah 
pemerintah  mempertimbangkan skala 
prioritas agenda reformasi sektor ke-
amanan, terutama pembangunan TNI 
sebagai komponen utama.

Pembentukan Komcad hendaklah

JAKARTA (IM) - Pres-
iden Joko Widodo (Jokowi) 
beberapa waktu lalu menan-
datangani Peraturan Pemer-
intah (PP) Nomor 3 Tahun 
2021 tentang Pelaksanaan UU 
Nomor 23 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Sumber Daya 
Nasional untuk Pertahanan 
Negara.

Setelah itu,  Kementerian 
Pertahanan (Kemhan) segera 
memulai proses perekrutan 
dan pelatihan Komponen 
Cadangan Pertahan (Komcad). 
Namun, ada pihak yang 

menganggap pembentukan 
Komcad terlalu terburu-buru 
lantaran tidak ada hal yang 
mendesak.

Selain itu, kerangka yang 
mengatur terkait Komcad di 
dalamnya dinilai mengganggu 
kehidupan berdemokrasi.

Pernyataan ini disampai-
kan Koordinator Komisi un-
tuk Orang Hilang dan Tindak 
Kekerasan (Kontras) Fatia 
Maulidiyanti  dalam keteran-
gan tertulis yang diterima 
wartawan, Selasa (26/1).

“Pembentukan Kompo-

JAKARTA (IM) Pres menganggap pembentukan

Dua Lagi Korban Sriwijaya Air
Berhasil Diidentifi kasi Tim DVI

LAMPUNG (IM) - Dua 
korban kecelakaan pesawat 
Sriwijaya Air SJ-182 asal Tu-
lang Bawang Barat, Lampung, 
berhasil diindentifi kasi  oleh 
Tim DVI Mabes Polri.

“Iya benar kedua korban 
atas nama Sugeng Effendi 
(37) dan Yohanes (27) telah 
teridentifikasi,” kata Kepala 
Bidang Humas Polda Lam-
pung Kombes Zahwani Pan-

dra Arsyad saat dihubungi di 
Bandarlampung, Selasa (26/1).

Kedua korban merupakan 
warga Desa Toto Makmur, 
Kecamatan Batu Putih, Tulang 
Bawang Barat.

Ia menjelaskan kedua ko-
rban itu teridentifi kasi setelah 
Tim DVI Mabes Polri men-
cocokkan data antemortem 
dan sampel DNA dari orang 
tua kedua korban. Sedangkan  
sampel DNA diambil dari 
orang tua kedua korban, sehari 
setelah kecelakaan pesawat 
tersebut.

Pihaknya masih berkoor-
dinasi dengan instansi terkait 
seperti manajemen Sriwijaya 
Air, Tim DVI Mabes Polri, 
Pemkab Tulang Bawang dan 
Jasa Raharja untuk pemulan-
gan jenazah kedua korban.

“Kami berharap dalam 
waktu dekat dilaksanakan 
pemulangan jenazah ke Lam-
pung,” kata Pandra.

Ia menambahkan, pi-
haknya juga sudah menyiap-
kan Tim Trauma Healing Biro 
SDM Polda Lampung untuk 
membantu pemulihan psikolo-
gis keluarga korban.

Tiga warga Tulang Bawang 
Barat, Lampung, menjadi pen-
umpang pesawat Sriwijaya Air 
yang jatuh di perairan Kepu-
lauan Seribu, DKI Jakarta.

Mereka tercatat dalam 
manifes penumpang pesawat 
Sriwijaya Air SJ-182, yakni Su-
giono Effendy (IN099 TKG), 
Yohanes (IN099 TKG) dan 
Pipit Piyono (IN099 TKG). 

 mei

Panglima TNI Terima Laporan
Kenaikan Pangkat 22 Jenderal

JAKARTA (IM) – Pan-
glima TNI Marsekal TNI Hadi 
Tjahjanto menerima Laporan 
Korps Kenaikan Pangkat 22 
Perwira Tinggi (Pati) TNI, ber-
tempat di Aula Gatot Soebroto 
Mabes TNI Cilangkap, Jakarta 
Timur, Selasa (26/1).

Para perwira tinggi terse-
but terdiri dari 3 matra, yakni 
5 Pati TNI AD, 6 Pati TNI AL 
dan 11 Pati TNI AU. Laporan 
Korps Kenaikan Pangkat 22 
Pati TNI tersebut berdasarkan 
Surat Perintah Panglima TNI 
Nomor Sprin/170/I/2021 
tanggal 25 Januari 2021.

5 Pati TNI AD yaitu Mayjen 
TNI Sugeng Santoso, (TA Peng-
kaji Bid. Kewaspadaan Nasi-
onal Lemhannas), Brigjen TNI 
Amrizar (Pa Sahli Tk. II Kasad 
Bid. Indag), Brigjen TNI Iwan 
Ma’ruf  Zainudin, (TA Peng-

kaji Madya Bid. Demografi 
Lemhannas), Brigjen TNI Ade 
Prasetya Nurdin (Pa Sahli Tk. II 
Was Eropa & AS Sahli Bid. Hu-
bint Panglima TNI) dan Brigjen 
TNI Bagus Suryadi Tayo (Wair 
Kostrad).

Sedangkan 6 Pati TNI 
AL yaitu Laksda TNI Imam 
Suprayitno (Pa Sahli Tk. III 
Bid. Hubint Panglima TNI), 
Laksda TNI Nur S. Prihartono 
(Pa Sahli Tk. III Bid. Banusia 
Panglima TNI), Laksda TNI 
Dr. Kasih Prihantoro, (Dekan 
Fakultas Manajemen Pertah-
anan Unhan), Laksma TNI 
Saiful Basri (Pa Sahli Tk. II 
LH Sahli Bid. Wassus dan LH 
Panglima TNI), Laksma TNI 
Joko Edi Supriyanto (Kadis-
komlekal) dan Laksma TNI 
Eko Purwanto (Kadisbekal).

Dan yang terakhir adalah 

11 Pati TNI AU yaitu Mars-
da TNI Wisnu Dewantoko 
(Koorsahli Kasau), Marsda 
TNI Toto Miarto (TA Pengkaji 
Bid. Diplomasi Lemhannas), 
Marsda TNI Sujatmiko (Pa 
Sahli Tk. III Bid. Ekkudag 
Panglima TNI), Marsda TNI 
Kusworo (Aspotdirga Kasau), 
Marsma TNI Djoko Tjahjono 
(Pangkosek Hanudnas I Jkt), 
Marsma TNI Mochammad 
Untung Suropati (Danlanud 
Iwj), Marsma TNI Y. Catur 
Prasetiyanto Panggih (Irbin-
sumda Itjenau), Marsma TNI 
Eddy Supriyono (Kadisaero-
au), Marsma TNI Joseph Rizki 
P (Kadisinfolahtaau), Marsma 
TNI Wahyu Hidayat Sudjat-
miko (Wadan Paspampres) 
dan Marsma TNI dr. Agoes 
Tino (Pati Sahli Kasau Bid. 
Kersalem).  han

Dewan Adat Papua Desak Polisi
Tindak Ambroncius Nababan

JAYAPURA (IM) - 
Dewan Adat Papua (DAP) 
mendesak polisi memproses 
Ambroncius Nababan yang 
mengunggah pernyataan 
bernada rasisme kepada 
mantan Komisioner Kom-
nas HAM Natalius Pigai di 
media sosial.

Sekretaris DAP Jhon 
Gobai mengatakan, luka 
akibat kerusuhan di Kota 
Jayapura dan Mimika pada 
2019 belum sepenuhnya 
hilang. Kerusuhan itu pecah 
akibat kasus dugaan rasisme 
di Surabaya, Jawa Timur. 
“Masih segar dalam in-
gatan kolektif  orang Papua 
tentang kasus (kerusuhan) 
2019, luka ini belum sem-
buh, sehingga kami melapor 
agar segera mungkin dilaku-
kan tindakan kepolisian,” 
ujar Jhon Gobai di Jayapura, 
Selasa (26/1).

J h o n  G o b a i  t e l a h 
melaporkan Ambroncius 
Nababan ke Ditreskrimsus 

Polda Papua karena diang-
gap melakukan tindakan ra-
sisme kepada Natalius Pigai. 
Ia menyayangkan perdebatan 
antara Natalius Pigai dengan 
Ambroncius Nababan justru 
berujung ujaran rasisme.

Ujaran rasisme itu juga 
menimbulkan banyak tang-
gapan dari masyarakat Papua.

“Sesuai dengan UU no-
mor 40 Tahun 2008 tentang 
Penghapusan Tindakan Dis-
kriminasi, rasial dan etnis, 
kami melapor kepada pihak 
Polda Papua karena ini sudah 
mengarah pada unsur rasial,” 
kata Jhon Gobai.

Jhon Gobai juga menyay-
angkan masih adanya tindakan 
rasisme yang diterima ma-
syarakat Papua. Ia meminta 
polisi mengusut tuntas kasus 
tersebut. Masyarakat juga 
diminta tak terprovokasi den-
gan pernyataan Ambroncius. 
Masyarakat harus memper-
cayakan pengusutan kasus 
tersebut kepada polisi.   mei

Sidang Putusan Kasus Jaksa Pinangki
akan Digelar 1 Februari Mendatang

JAKARTA (IM) – Ma-
je lis hakim Pengdilan Negeri 
Ja karta Pusat akan memba ca-
kan putusan kasus suap yang 
menjerat Jaksa Pinangki Sirna 
Malasari pada Senin (1/2) 
mendatang. Seperti diketahu 
Pinangki menjadi terdakwa 
kasus suap pengurusan fatwa 
bebas terpidana JST di Mah-
kamah Agung (MA).

Hal itu disampaikan 
langsung oleh Jaksa Agung, 
ST Burhanuddin dalam pa-
parannya saat rapat kerja 
(Raker) bersama Komisi III 
DPR di Kompleks Parle-
men, Jakarta, Selasa (26/1).
Dalam kesempatan itu, 
Burhanuddin  melaporkan 
data yang didapat dari direk-
torat penuntutan Kejaksaan 
Agung (Kejagung).

Salah satu kasus yang dil-
aporkannya yakni kasus jaksa 
Pinangki. Burhanuddin me-
nyampaikan bahwa terdakwa 
Pinangki telah mengikuti 
persidangan dengan agenda 
pembacaan replik atau tang-
gapan pledoi dari pihak Jaksa 
Penuntut Umum (JPU).

“Telah dilakukan pem-
bacaan replik, dan dibacakan 
pada hari Senin, 25 Janu-

ari 2021,” kata Burhanuddin 
dalam paparannya.

Agenda persidangan se-
lanjutnya, majelis hakim PN 
Jakpus akan menggelar sidang 
duplik atau mendengar tang-
gapan terdakwa atau kuasa 
hukum terdakwa terhadap 
jawaban JPU di sidang replik 
kemarin. Setelah itu, barulah 
terdakwa jaksa Pinangki akan 
menghadapi sidang putusan 
yang akan digelar dalam waktu 
dekat ini.

“Pembacaan putusan pada 
1 Februari,” ujarnya.

Sebelumnya, Pinangki 
Sirna Malasari dituntut empat 
tahun penjara terkait kasus 
pengurusan fatwa bebas taipan 
Joko Soegiarto Tjandra alias 
Djoko Tjandra di Mahkamah 
Agung. Pinangki terbukti ber-
salah melakukan tindak pidana 
korupsi dalam kasus tersebut.

“Menjatuhkan pidana 
terhadap terdakwa Pinangki 
Sirna Malasari dengan pidana 
penjara 4 tahun penjara di-
kurangi masa tahanan. Dan 
menjatuhkan pidana denda 
sebesar Rp500 juta subsider 6 
bulan,” ujar jaksa di Pengadilan 
Negeri Tipikor Jakarta Pusat, 
Senin (11/1).  han

PENGUMUMAN
Sesuai dengan Akta Berita Acara Rapat 
Dewan Pembina Yayasan Mudita Berkah 
Utama, berkedudukan di Kota Tangerang 
Selatan, tanggal 22 Januari 2021, No. 3, 
yang dibuat oleh HELEN WIDJAJA, S.H., Sp.N, 
Notaris di Kota Tangerang Selatan.
Bahwa telah dilakukan proses likuidasi 
dengan hasil sebagai berikut :
1. Tidak ada pihak manapun yang keberatan 

atas Pembubaran Yayasan Mudita 
Berkah Utama.

2. Tiada ada asset dari Yayasan Mudita 
Berkah Utama.

3. Tidak ada hasil sisa kekayaan Yayasan 
Mudita Berkah Utama.

Demikian pengumuman ini disampaikan.
YAYASAN MUDITA BERKAH UTAMA

LIKUIDATOR

Catatan:
1. Informasi keuangan konsolidasian interim di atas diambil dari laporan keuangan konsolidasian interim Perusahaan dan Entitas Anaknya tanggal 30 Juni 2019 serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, yang 

disusun oleh manajemen Perusahaan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
 Informasi keuangan konsolidasian interim tersebut di atas tidak mencakup laporan perubahan ekuitas konsolidasian dan catatan atas laporan keuangan konsolidasian interim.

Jakarta, 27 Januari 2021
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Direksi
PT M CASH INTEGRASI TBK

PT M CASH INTEGRASI Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

KONSOLIDASIAN INTERIM
Tanggal 30 Juni 2019 (Tidak diaudit)

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT M CASH INTEGRASI Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN 

KONSOLIDASIAN INTERIM
Untuk Periode Enam bulan yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2019

(Tidak diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT M CASH INTEGRASI Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN INTERIM

Untuk Periode Enam bulan yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2019
(Tidak diaudit)

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

30 Juni 2019
(Disajikan kembali)

30 Juni 2019
(Disajikan kembali)

31 Desember 2018
(Disajikan kembali) 30 Juni 2018

(Disajikan kembali)
30 Juni 2018

(Disajikan kembali)
30 Juni 2019

(Disajikan kembali)
30 Juni 2019

(Disajikan kembali)

Untuk Periode Enam bulan yang berakhir
pada Tanggal

Untuk Periode Enam bulan yang berakhir
pada Tanggal31 Desember 2018 

(Disajikan kembali)

PT M CASH INTEGRASI Tbk DAN ENTITAS ANAK

ASET

ASET LANCAR
Kas dan setara kas  134.961.467.122 146.509.929.059 
Investasi Lainnya  375.440.597.000 385.967.427.949 
Piutang usaha
 Pihak ketiga  399.654.921.750 180.914.222.919 
 Pihak berelasi  13.056.832.230 9.865.676.937 
Piutang lain-lain   22.074.606.885 56.615.566.185 
Persediaan  316.803.865.373 106.177.146.665 
Uang muka dan beban dibayar
 di muka  69.070.223.577 129.429.137.268 
Pajak dibayar di muka  8.784.620.528 14.015.006.127 
Piutang pihak ketiga jangka pendek  - 30.701.228.144 
Piutang pihak berelasi jangka pendek  3.278.840.300 74.921.629.698 
Deposito berjangka yang dibatasi
 penggunaannya  52.500.000.000 102.500.000.000 

Total Aset Lancar  1.395.625.974.765  1.237.616.970.951 
   
ASET TIDAK LANCAR
Aset tetap - neto  142.444.551.209 117.284.995.576 
Aset tak berwujud -  neto  9.163.511.120 7.068.235.367 
Taksiran tagihan pajak penghasilan  - 19.436.041 
Investasi pada entitas asosiasi  21.167.370.289 19.891.797.327 
Investasi saham  7.788.859.328 7.788.859.328 
Aset pajak tangguhan  544.594.242 543.965.795 
Piutang lain-lain jangka panjang  - 703.424.714 
Piutang pihak berelasi - jangka
 panjang  - 703.424.714 
Goodwill  13.360.305.886 13.360.305.886 
Aset tidak lancar lainnya  539.985.499  575.369.232 

Total Aset Tidak Lancar  195.009.177.573 167.939.813.980 

TOTAL ASET  1.590.635.152.338 1.405.556.784.931 

ARUS KAS DARI AKTIVITAS
 OPERASI

Penerimaan dari pelanggan  4.334.251.971.034 2.494.851.700.588 
Pendapatan bunga  4.930.748.863  4.527.119.125 
Pembayaran kepada pemasok  (4.533.622.884.152)  (2.561.215.326.237)
Pembayaran kepada karyawan  (24.707.169.278)  (15.016.505.356)
Pembayaran bunga  (7.941.138.541)  (2.105.060.749)
Pembayaran pajak  (30.969.344.726)  (3.554.025.085)
Penerimaan (pembayaran) dari beban
 penjualan, umum dan administrasi
 dan kegiatan operasi lainnya  (1.511.540.118)   43.877.257.491

Arus Kas Neto Digunakan Untuk
 Aktivitas Operasi (259.569.356.918)  (38.634.840.223)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS
 INVESTASI

Penjualan investasi lain-lain  132.178.423.949 -   
Pembelian investasi lain-lain  (112.041.696.000)  (24.900.000.000)
Penjualan investasi pada entitas anak  94.692.500.000  -   
Penambahan aset tetap  (28.534.213.422)  (6.913.996.008)
Penjualan aset tetap  745.000.000  -   
Penyertaan saham pada entitas
 asosiasi  (1.200.000.000)  (20.030.777.322)
Penyertaan saham  -  (6.271.609.328)
Pencairan deposito berjangka yang
 dibatasi penggunaannya  50.000.000.000  6.000.000.000 
Uang muka pembelian aset tetap  - (11.982.972.727)
Perolehan aset takberwujud  (2.248.873.253) -

Arus Kas Neto Diperoleh dari
 (Digunakan Untuk) Aktivitas
 Investasi  133.591.141.274   (64.099.355.385)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS
 PENDANAAN

Penerimaan utang bank  1.084.276.500.000 1.014.105.083.444 
Pembayaran utang bank  (1.081.786.700.000)  (931.058.094.770)
Pembayaran kepada pihak berelasi  (15.063.107.714) (3.818.750.000)
Pembayaran utang pembiayaan  (49.355.549) -   
Penerimaan dari piutang pihak ketiga
 jangka pendek  31.404.652.858 -   
Penerimaan dari pihak berelasi  72.346.214.112 9.123.871.152 
Peningkatan piutang pihak berelasi  - (17.652.696.996)
Peningkatan utang pihak berelasi  - 15.439.334.256 
Penyertaan saham entitas anak pada
 kepentingan nonpengendali  23.301.550.000 33.870.100.000 

Arus Kas Neto Diperoleh Dari
 Aktivitas Pendanaan  114.429.753.707 120.008.847.086

KENAIKAN (PENURUNAN) NETO
 ATAS KAS DAN SETARA KAS  (11.548.461.937) 17.274.651.478

KAS DAN SETARA KAS
 PADA AWAL PERIODE  146.509.929.059 131.519.786.777

KAS DAN SETARA KAS
 PADA AKHIR PERIODE  134.961.467.122 148.794.438.255 

LIABILITAS

LIABILITAS JANGKA PENDEK
Utang bank jangka pendek  88.282.300.000 78.292.500.000 
Utang usaha
 Pihak ketiga  76.296.875.201 77.102.205.358 
 Pihak berelasi  115.538.542.727 83.622.966.256 
Utang lain-lain
 Pihak ketiga  3.849.601.421 11.843.479.035 
 Pihak berelasi  255.000.000 15.318.107.714 
Utang pajak  17.290.607.068 32.943.150.729 
Beban masih harus dibayar  1.322.651.821 4.266.213.751 
Uang muka penjualan  10.337.704.750 14.671.679.836 
Bagian liabilitas jangka panjang yang
 jatuh tempo dalam waktu satu tahun:
 Utang bank  15.000.000.000 15.000.000.000 
 Utang pembiayaan  37.599.451 86.955.000 
Total Liabilitas Jangka Pendek  328.210.882.439 333.147.257.679 

LIABILITAS JANGKA PANJANG
Utang bank jangka panjang - setelah
 dikurangi bagian yang jatuh tempo
 dalam waktu satu tahun  51.250.000.000 58.750.000.000 
Liabilitas imbalan kerja karyawan  2.178.376.964 2.191.981.175 
Total Liabilitas Jangka Panjang  53.428.376.964 60.941.981.175 

TOTAL LIABILITAS  381.639.259.403 394.089.238.854

EKUITAS
Ekuitas yang dapat diatribusikan
 kepada Pemilik Entitas Induk
Modal saham - nilai nominal Rp 100
 per saham tanggal 30 Juni 2019 dan
 31 Desember 2018
Modal dasar - 2.603.800.000 saham
 tanggal 30 Juni 2019 dan
 31 Desember 2018
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 
 867.933.300 saham tanggal
 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018  86.793.330.000 86.793.330.000 
Tambahan modal disetor  292.653.764.977  290.205.242.459 
Selisih atas transaksi dengan pihak
 non-pengendali  84.409.019.199 (8.407.397.368)
Penghasilan komprehensif lain -
 keuntungan aktuaria  125.744.682 25.425.253 
Selisih kurs penjabaran laporan
 keuangan dalam mata uang asing  (18.268.434) 24.177.407
Saldo laba  288.589.590.920 246.979.641.976
Proforma modal yang berasal dari
 transaksi restrukturisasi entitas
 sepengendali  1.682.318.785 1.682.318.785
Total ekuitas yang dapat diatribusikan
 kepada pemilik Entitas Induk  754.235.500.129 617.302.738.512 
Kepentingan nonpengendali  454.760.392.806 394.164.807.565 

TOTAL EKUITAS  1.208.995.892.935 1.011.467.546.077 

TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS  1.590.635.152.338 1.405.556.784.931 

PENJUALAN  4.560.517.800.244 2.509.434.634.501
BEBAN POKOK PENJUALAN  4.416.429.519.767 2.433.126.870.773

LABA KOTOR  144.088.280.477 76.307.763.728

BEBAN USAHA
Beban penjualan  13.336.002.217 5.890.173.596 
Beban umum dan administrasi  41.546.080.880 25.874.781.291
Total Beban Usaha  54.882.083.097  31.764.954.887

LABA USAHA  89.206.197.380 44.542.808.841

PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN
Keuntungan investasi lainnya  9.579.566.801 14.475.000.000 
Pendapatan bunga  4.930.748.863  4.527.119.125 
Beban bunga  (7.941.138.541)  (2.105.060.749)
Bagian atas laba (rugi) entitas asosiasi  75.572.962  (27.378.394)
Lain-lain - bersih  (195.804.498)  723.598.867 
Total Penghasilan Lain-Lain - Neto  6.448.945.587  17.593.278.849

LABA SEBELUM BEBAN PAJAK
 PENGHASILAN  95.655.142.967  62.136.087.690

BEBAN PAJAK PENGHASILAN  20.565.994.258 11.755.458.828

LABA TAHUN BERJALAN SEBELUM
 DAMPAK PENYESUAIAN
 PROFORMA  75.089.148.709 50.380.628.862

Dampak penyesuaian proforma atas
 laba tahun berjalan  34.318.619 1.362.967.091

LABA NETO TAHUN BERJALAN  75.123.467.328 51.743.595.953

PENGHASILAN (RUGI)
 KOMPREHENSIF LAIN
Penghasilan (rugi) komprehensif

 ke laba rugi periode berikutnya:
 Pengukuran kembali liabilitas
  imbalan kerja karyawan  146.585.314 (65.231.000)
 Efek pajak terkait  (36.646.329) 16.307.750
 Selisih kurs penjabaran laporan
  keuangan dalam mata uang asing  (282.972.276) -

TOTAL PENGHASILAN (RUGI)
 KOMPREHENSIF LAIN  (173.033.291) (48.923.250)

LABA KOMPREHENSIF  74.950.434.037 51.694.672.703
Laba neto yang dapat diatribusikan
 kepada:
 Pemilik Entitas Induk  41.609.946.012 44.612.759.648
 Kepentingan nonpengendali  33.513.521.316 7.130.836.305

LABA NETO TAHUN  BERJALAN  75.123.467.328 51.743.595.953

Laba komprehensif yang dapat
 diatribusikan kepada:
 Pemilik Entitas Induk  41.667.819.600 44.562.416.366
 Kepentingan nonpengendali  33.282.614.437  7.132.256.337

LABA KOMPREHENSIF  74.950.434.037 51.694.672.703

LABA PER SAHAM DASAR YANG
 DIATRIBUSIKAN KEPADA
 PEMILIK ENTITAS INDUK 47,94 51,40
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